SALINAN

WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 100.3.3.3/40/436.1.2/2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011
tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya,
telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor
188.45/24/436.1.2/2015 tentang Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota
Surabaya;

. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi dan

dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya,
maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor
188.45/24/436.1.2/2015 tentang Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota
Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
ditinjau kembali;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Walikota tentang Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota
Surabaya.

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
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. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4846);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5149);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2017
Nomor 157);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Tahun 2021 Nomor 37);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

9. Peraturan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah
Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011
tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 127);

11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 82 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Surabaya (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2021 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Menunjuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Surabaya sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
yang selanjutnya disebut PPID.

PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu
bertanggungjawab dalam Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi dan
dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua,
PPID dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pelaksana  selanjutnya disebut PPID
Pelaksana, yang berada di masing-masing Perangkat
Daerah/Unit Kerja berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

PPID pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum
Ketiga adalah :

a. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

b. Sekretaris Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan,
Kecamatan dan Lurah Kota Surabaya;

c. Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum
Daerah Bhakti Dharma Husada dan Rumah Sakit
Umum Daerah Dokter Mohammad Soewandie Kota
Surabaya;
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KELIMA

KEENAM

d.

Kepala Bagian Informasi dan Protokol pada Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:

a.

b.

menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan
Informasi Publik;

menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan
Informasi Publik;

mengoordinasikan dan mengonsolidasikan  proses
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan
pelayanan Informasi Publik;

mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan
dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana
dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;

melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik
dan layak untuk dipublikasikan;

melakukan pengujian tentang Lkonsekuensi atas
Informasi Publik yang akan dikecualikan;

. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan

pemutakhiran Daftar Informasi Publik;

menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien
agar mudah diakses oleh publik; dan

melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan
monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi
Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau
Petugas Pelayanan Informasi.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam diktum Kelima, PPID berwenang :

a.

b.

menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;

menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan
Informasi Publik;

melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara
berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam
melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau
Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan
pelayanan Informasi Publik;

menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik
dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian
tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan
dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;

menolak  Permintaan  Informasi Publik dengan
menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila
Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang
dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan
PPID;
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KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN :

Tembusan :

g. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas
Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola,
memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi
Publik; dan

h. menetapkan  strategi dan  metode pembinaan,
pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan
kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh
PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
bertanggungjawab kepada Walikota Surabaya.

Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan
Walikota Surabaya Nomor 188.45/24/436.1.2/2015 tentang
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 Februari 2024

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Yth. Sdr. 1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya;
2. PPID Pelaksana.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H.
NIP. 197803072005011004
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